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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 Peraturan Undang-Undang yang Mengatur Anak, Anak ialah suatu 

objek yang sangat berharga sebagai keberlangsungan bangsa, negara dan 

sebagai penerus keluaraga. Maka amat besar sekali perhatiannya untuk 

generasi penerus bangsa dan negara, dimata hukum Indonesia. Sedangkan 

pengaturan terhadapanakdapatdilihatdari beberapaundang-undang antara lain 

: 

a. Undang-undangNo.23Tahun2002 yang isinya ialah. 

Anakadalahseseorangyang belum berumur 18tahun,termasuk di 

dalamnya adalah anak yangmasihada dalam kandungan (pasal1Angka 

1 UUNo. 23Tahun 2002. 

 

b. Undang-undangNo.4Tahun1979 tentangkesejahteraan anak.disebut 

anakadalah seseorangyangbelummencapaiumur 21 tahun atau 

belumkawin(pasal1angka2). Menurut UU inibatas usia21 

tahunditetapkan berdasarkanpertimbangan kepentingan 

kesejahteraansosial, tahapkematangan sosial,tahap kematanganpribadi 

dantahap kematanganmental pada usia21tahunini tidakmengurangi 

kemungkinananak melakukanperbuatan sepanjang ia 

mempunyaikemampuan untukituberdasarkan aturan yang 

berlakudidalam pasal1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1979, antara lain : 

1. Anak ialah merekayangbelum berusia 21tahun atau belumpernah 

menikah; 

2. Bagi merekayang belumberusia 21tahuntetapi sudahkawin, 

makadisebut bukan anaklagi; 

3. Berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi sudah kawin 

dianggap telah mempunyaikematangansosial, kematanganpribadi 

dankematanganmental; 
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4. Batasusia tersebut bisa disampingkan sepanjang di tentukan 

perundang-undangan yang bersifat kuhsus, berdasarkan keyataan 

dianggap mampu bertanggung jawab terhadap kealpaan yang di 

perbuatnya 

 

c. Undang-undangNo. 11tahun2012 tentangsistemperadilananak 

pasal1ayat(2)anak yang berbenturan denganhukum ialah anakyang 

menjadikorban tindakpidana dan saksisuatu tindakpidana. Pasal 1 ayat 

3 anakyang berbenturan dengan hukumsadalah anak yangtelah 

berumur 12tahuntetapi belumberumur 18tahun yangdiduga 

melakukan tindakpidana. 

 

d. Undang-undang No. 12Tahun1995 tentangpemasyarakatan. Anak 

adalah anak didik permasyarakatan yangterdiri darianakpidana, anak 

negara, anak sipil, anak pidana adalah anak yangberdasarkan 

putusanpengadilan menjalani 

 

e. di lapasanak paling lamasampaiberumur 18tahun. (Lihat pasal 1 

angka 8 huruf b UU No. 12 Tahun 1995). Anak sipilyaitu anakyang 

atas permintaanorang tua atauwalinyamemperoleh 

penetapanpengadilanuntukdi didikdiLAPAS anak, paling lama 

sampaiberumur 18 tahun simak juga pasal 1 angka 8 huruf e UU No. 

12 Tahun 1995. Penempatan anak sipil dalam LAPAS ialah paling 

lama sampai 6 bulan bagimereka yangbelum berumur14 

tahunndenganketentuan paling lama sampai anak berusia 18tahun 

simak pasal32UU No. 12Tahun1995. 

 

f. Undang-undang No.39Tahun 1999tentang HakAsasiManusia. 

Anakadalahsetiap orangyangberusia dibawah 18tahun dan 

belummenikah,termasuk anakyang masih dalamkandunganapabila 

haltersebut adalahdemi kepentingan pasal1 angka 5UU 

No.39Tahun1999. 

 

g. Undang-Undang No 1 Th1974 tentangPerkawinan. Dalamundang-

undang ini tidak langsungmengaturtentangseseorang 
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yangdigolongkananak, akan tetapitercantum dalampasal 6 angka 2 

yangmemuat ketentuansyarat perkawinanyang belum mencapaiumur 

21 tahun dan harusmendapat ijinorangtua. Dalam pasal7 ayat (1) 

memuatbatasusiakawin bagipihak pria sudah mencapai umur19 

(sembilan belas) tahun dan pihakwanita sudahmencapai umur16 

(enam belas) tahun. Pada pasal47ayat (1) anak yang belumcmencapai 

umur18(delapan belas)tahun ataubelum 

pernahmelangsungkanperkawinanada di bawahkekuasaan 

orangtuanya selamamereka tidak dicabutdarikekuasaannya. Pada 

pasal48, orang tua tidak diperbolehkanmemindahkan 

hakataumenggadaikan barang-barangtetapyang dimilikianaknya 

yangbelum berumur18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkanperkawinan, kecualiapabilakepentingan anak 

itumenghendakinya. Pada pasal 50 (1) anak yangbelum 

mencapaiumur 18 tahun ataubelumpernah melangsungkan 

perkawinanyang tidakberada kekuasaanorangtua, beradadi bawah 

kekuasaanwalinya. 

h. KUHPdalam penuntutuananak yang belumdewasa yang 

melakukanpenyimpangan sebelum umurc16 tahun hakimcdapat 

menentukan supayacyang bersalahcdikembalikan kepada 

orangctuanya ataucwalinya tanpacpidana apapuncjika 

perbuatancmerupakan kejahatan atau pelanggarancberdasarkan pasal-

pasalc489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 

536 dan 540cserta belumclewat 2 tahuncsejak diyatakancbersalah 

karena melakukancpenyimpangan ataucpelanggaran tersebutcdiatas 

dancputusannya menjadi tetap, ataucmenjatuhkan pidanackepada 

yang bersalah.cMenurut ketentuancpasal 45 KUHP, anak 

adalahcorang yang berumurckurang dari 16ctahun apabilacanak 

melakukancpeyimpangan makachakim dapat menentukancanak 

tersebutcbisa dikembalikan kepadacorangtua dan walinyactanpa 

penjatuhancpidana, atau meyerahkannyaterhadappemerintah 

tanpacdikenai suatuchukuman. 

 

i. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 TentangxPisikotropika jika 

tindakxpidana psikotropika dilakukanmdenganxmenggunakan anak 
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yangxbelum berumur 18xtahun dan belumxmenikah atau orangmyang 

dibawahmpengampuan atau ketikammelakukan tindak pidanadbelum 

lewat duadtahun sejakdselesai menjalanidseluruhnya atau 

sebagaidpidana penjaravyang dijatuhkanvkepadanya, 

ancamanvpidana ditambahvsepertiga pidanavyang berlakuvuntuk 

tindakvpidana tersebut ialah pasal 72 

 

j. Seorang anak menurut hukum perdatamdalammpasal 330 KUH 

perdata, belummdewasa apabila mencapaimumur 21 tahunmdan tidak 

dahulumkawin. 

 

k. Definisi anak menurutvKonvensimHak-Hak AnakmPBB. Pada Pasal 

1 : anak berartimsetiap manusia yangmberusia dibawahn18ntahun 

kecualimberdasarkan UU yang berlaku untuk anak-

anak,mkedewasaan telahmdicapai lebihmcepat. Banyaknya UU yang 

mengatur tentang devinisi anak teryata tidak hanya berdampak positif. 

Dampak negatifnya, adanya kesulitan pada aparatmpenegak hukum 

dalam melakukanmproses hukum pada kasus anak dengan rentang 

usia yang berbeda pada definisi di UU terkait. Adanya harmonisasi 

UU yang mengatur tentang hak, kewajiban dan perlindungan anak 

hendaknya dilakukan secepatnya mengingat problematika yang di 

alami anak selama ini semakin berkembang. 

 

l. Perubahan kedua tentang perlindungan anak nomor 17 Tahun 2016 

tentang perlindungan anak dengan mengganti beberapa pasal antara 

lain. Pasal 81 dan 82 dan di sisipkan beberapa aturan  

Pengadilan Anak Dalam Proses Penunjukan Hakim Anak Pada 

Pengadilan Menurut Undang-Undang dan Aturan-AturanDalamchal anak 

melakuakan suatu tindakmpidana belum berumur 18 tahun danmdiajukan 

kemsidang Pengadilanmmakacanak yangcbersangkutan melampauimbatas 

tersebut tetapimbelum berumurm21 tahunmtetap diajukanmke sidangmanak. 

SelakumHakim yang mengadilicperkaracanak ,adalahmHakim 

yangmditetapkan berdasarkanmSurat Keputusan KetuamMahkamamAgung 

atas usulmKetua PengadilanmNegeri yangmbersangkutanmmelalui 
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KetuacPengadilanmTinggi. Jika ada hal belumcadanya hakimcanak 

makacKetua Pengadilancdapat menunjukcHakim Anak denganmmelihat 

ketentuanmpasal 10 UUqNo.f3 Tahun 1997, denaganfketentuan yang 

bersangkuatanfsegera diusulakan sebagaifHakimfAnak. hakim 

anakvmemerikasa danvmengadili perkaravanak oleh hakimvtunggal 

danvdalam halvtertentu ketuagpengadilan negerigdapat menunjukghakim 

majelisgyang dimaksudgdengan halgtertentu adalahgapabila ancamangpidana 

yanggdilakukan olehganak yang bersangkuatanglebihgdari 5 tahundan 

sulitpembuktiannya. Dalamghal anak melakukangsuatu 

tindakpidanagbersama orang dewasadan atauanggota TNI,mmaka 

anaktersebut diajukankesidanganak sedangkan oranggdewasa atauganggota 

TNIdiajukan di sidangyang bersangkutan.mJika anakgmelakukan 

pelanggaranctindakcpidana HAM beratdiajukan ke sidanganak. Dalamacara 

persidangananak dilakaukanmdenganccara sebagaicberikut : 

a. Diberlakukannya sidangmtertutup 

b. Para Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak 

memakai Toga 

c. Sebelum sidang dimulai, Hakim memerintahkan agar Pembimbing 

Kemasyarakatan menyapaikan laporan hasil Penelitian 

Kemasyarakatan  (Litmas) mengenai anak  yang bersangkuatan 

tersebut 

d. Dalam persidangaan, terdakwa harus didampingi oleh orang tua wali 

atau orang tua asuh, pengacara dan pembimbing kemasyarakatan 

e. Waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa 

dibawah keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua atau wali atau 

orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan 

tetap hadir di persidangaan tersebut. 

f. Waktu persidangan, terdakwa anak dan saksi korban anak dapat juga 

didampingi oleh petugas pendampingan atas izin Hakaim atau Majelis 

Hakim 

g. Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  

Penanganannya : Hakim pengadilan berwenang melakukan penahanan 

untuk anak ialah 15 hari bisa diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri 

yang bersangkutan paling lama 30 hari dan penahanan dilakukan setelah 
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mempertimbangkan anak atau kepentingan masyarakat. karena Alasan 

penahanan harus dijatuhkan secara tegas dalam surat perintah penahanan 

maka dari itu tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari penahanan 

orang dewasa.  

Putusan  :  sebelum membacakan putusannya, Hakim memberikan 

kesempatan kepada orang tua wali atau orang tua asuh, untuk mengucapkan 

segala pemikiran untuk di ucapan yang bermanfaat bagi anak. Putusan harus 

mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing 

kemasyarakatan. Maka dari itu terhadap anak dapat dijatuhi pidana atau 

tindakan anatara lain : 

c. Pidana yang diberikan terdiri dari pidana pokok dan pidana tanbahan 

pidana pokok meliputi penjara, kurungan, denda atau pidana 

pengawasan. Pidana Tambahan berupa perampasan barang tertentu atau 

pembayaran ganti rugi.  

 

d. Tindakan pada anak yang berbenturan dengan hukum dapat dijatuhkan 

hukuman berupa 

1. Dikembalikan ke oerngtua wali atau orang tua asuh 

2. Melimpahkan pada negara untuk mengikuti pendidikan, binaan, dan 

latihan kerja dll 

3. Meyerahkan ke seluruh departemen sosial di bidang pendidikan dan 

latihan kerja untuk anak  

 

a. Untuk anak yang terdakwa sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana 

penjara terang dalam UU No. 23 Th 2002 tentang perlindungan anak. 

 

b. Anak yang melakukan tindak pidana yang hukumannya adalah mati atau 

penjara seumur hidup maka pidana tersebut di alihkan ke hukuman 

pidana penjara paling lama 10 tahun sedangkan anak yang belum berusia 

12 tahun maka anak tersebut di serahkan ke negara untuk mendapatkan 

pelahian kerja di departemen pendidikan atau organisasi kemasyarakatan 

untuk dibina dan dilatih kerja yang tertuang dalam butir 3b dan dapat 

disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim 

dan jika dalam dujatuhkannya putusan denda pada anak tersebut apabila 
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tidak bisa membayar dapat diganti dengan wajib latiahan kerja dilakukan 

paling lama 90 hari kerja tidak lebih 4 jam sehari dan tidak dilakukan 

padan malam hari. 

 

c. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan Hakim apabila pidana penjara yang 

dijatuhkan paling lama 2 tahun dan jangka waktunya pidana bersyarat 

paling lama 3 tahun. 

d. Jika anak melakukan pelanggaran lalu lintas jalan diterapakan 

pemeriksaan menurut ketentuan sebagaimana di atur dalam KUHAP 

demi kepentingan anak yang bersangkutan Yurisprudensi tetap. 

Hukuman Terhadap Anak Dengan Suatu sistem UUPA dan Kitab KUHP 

terdapat Suatu Hukuman dalam UU Pengadilan ada 2 hal, antara lain : 

e. delik pokok disertai dengan delik tambahan dalam {UU No. 11 Tahun 

2012} 

 

f. Pidana pokok meliputi : pidana penjara 72 UU No. 11 th 2012, pidana 

dengan syarat pasal 73 ayat 1 jo ayat 2 jo ayat 3 jo ayat 4, pidana 

peringatan pasal 72 dan pasal 9 ayat 2 atau pengawasan {pasal 77 ayat 

1} 

1. Pidanabpenjara padampasal 79 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012 ialah 

pidana pembatasan kebebasanmdiberlakukan dalam hal 

anakmmelakukan tindak pidana berat atau tindakmpidana yang 

disertai denganmkekerasan pidana pembatasan kebebasan yang 

dijatuhkan pada anak paling lama ½ dari ancaman yang 

diberiakanmkepada orang dewasamdalam hal ini yangmdimaksud 

dengan maksimum ancamanmbagi orang dewasa dalammpenjelasan 

pasal 79 ayat 2 tersebut adalah maksimum ancaman pidana penjara 

terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan undang-

undang lain adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku 

terhadap anak. 

 

2. Pidana denganmsyarat dari pasal 73 ayat 1kjo ayat 2 jo ayat 3 jo ayat 

4 dapat diketahui bahwa pidanacdengan bersyaratcadalah pidana 

yangcdijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu 
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dilaksanakan asal selama masa pidana, memenuhi syaratxumum 

tidak akanxmelakukan tindak pidana danxsyarat khusus berupa 

untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan 

oleh hakim adapun contoh pembinaan di luar lembaga dapat berupa 

mengikuti progamvpembimbing dan penyuluhanvyang dilakukan 

oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, 

mengikutidterapi akibat mengkonsumsi alkohol, narkoba, 

pisikotropika, dan zat akditif lainya ada juga pidana pelayanan 

masyarakatbmerupakan pidana yangbdimaksudkan untuk mendidik 

anak denganbmeningkatkan kepeduliannyampada kegiatan ke 

masyarakatan yang positif.  

 

3. Pengawasan penjelasanapasal 77 ayat 1 UU No. 11 Th 2012 

meyebutkan bahwa yang di maksud dengan pidanaapengawasan 

adalah pidanaayang khusus dikenakan untuk anak,ayakni 

pengawasanayang dilakukan olehapenuntut umum terhadap 

perilakuaanak dalam kehidupanasehari-hari di rumah anak dan 

pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing 

kemasyarakatan 

 

4. Pidana peringatanndari ketentuan yang terdapat dalam pasal 72 UU 

No. 11 Tahun 2012 diketahui bahwa pidana peringatanbmerupakan 

pidana ringan yang tidak mengakibatkanmpembatasan kebebasan 

anak.mpenjelasan pasal 9 ayat 2 huruf b UU No. 11 tahun 2012 

bahwacyang dimaksud denganctindak pidana ringan adalah tindak 

pidanacpenjara ataubpidana kurunganapaling lama 3 bulan 

 

g. Delik tambahan yang berbentuk seperti peyitaan barang tertentu dan 

pembayaran kerugian {pasal 23 ayat 3} 

1. Delik Pidana denda {pasal 28 UU No. 3/1997} 

Sedangkan di KUHP, delik tambahan yang tidak diberlakukan 

terhadap anak terdapat di pasal 10 b No.1 dan 3 sedangkan delik 

pidana denda berlaku pada anak maksimum ½ dari maksimum 

hukuman denda untuk orang dewasa apabila denda  tak dibayar maka 

dialihkan dengan bekerja secara sosial yang dimaksud dalam ayat 1. 
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2. Pemberian sanksi di dalam UU Pengadailan anak ada 4 hal : 

(a) Kurungan maksimal ½ untuk delik pidana pokok untuk seseorang 

yang sudah dewasa {Ps. 26 ayat 1 dan Ps 27} 

(b) Sanksi hukuman mati dan seumur hidup dikonversikan menjadi 

10 tahun { Ps. 26 ayat 2} 

(c) Sanksi pidana untuk anak belum berumur 12 tahun di alihkan 

menjadi penyerahan ke negara untuk di bina {Ps. 26 ayat 3} 

(d) Pidana denda maksimal ½ dari denda orang dewasa {Ps. 28} 

(1) Pidana pokok paling besar 2/3 dari pidana pokok seseorang 

yang sudah dewas {Ps. 47 ayat 1} 

(2) Hukuman mati dan seumur hidup di kecilkan lagi menjadi 15 

Th {Ps. 47 ayat 2} 

(3) Delik Pidana bersyarat dapat di berikan ke anak yang 

putusannya di penjara maksimal 2 tahun yang sanksinya 

maksimal 3 Th {Ps. 29 ayat 1 dan 6} DI KUHP delik 

bersyarat tidak di tentukan secara sepesifik di berikan ke 

anak kecuali dapat di lakukan kalau putusan pemenjaraan 1 

Th {Ps. 14 (a) ayat 1} 

(4) Pidanapengawasandapat diberikan palingcepat 3 bulanpaling 

lambat 2 tahun {Ps. 30 ayat 1} kalau di KUHP Pidana 

bersyarat tidak diatur. 

 

Perbandingan antara UU Pengadilan Anak dangan KUHP ialah UU 

Pengadilan Anak lebih ringan dibandingkan dengan KUHP. Yang terpenting 

adalah di tetapkannya batas usia anak yang tidak memungkinkan melakukan 

suatu tindak pidana. 

 

Harapan dari Penerapan Sanksi kepada Anak untuk 

memperolehTujuan peradilan anak terpadu seharusnya di tekankan kepada 

mensosialisasikan, pemulihan dan kesentosaan sosial dalam membereskan 

kasus kejahatan anak dan sebagai perlindungan hak-hak anak menjadi suatu 

harapan utama prinsip kepentingan untuk anak {the principle of the best 
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interests of the chlid} dan tidak terlantarnya kesejahteraan anak itu penting 

dikarenakan : 

a. Anak sebagai penerus suatu kemajuan bangsa dan negara berlandaskan 

kepadayangtelah diberikan oleh generasi yang sebelumnya. 

b. Agar anak mampu untuk bertanggungjawab atas prilaku tersebut maka 

berkesempatan untuk mendapatkan mengembangkan dirinya secara 

wajar. 

c. Dalam  bermasyarakat anak kerap mengalami sebuah halangan akan 

kesejahteraanrohani, jasmani, dan ekonomi dll. 

d. Anak belum mampu untuk memelihara diri sendiri 

e. Untuk memusnakan halangan tersebut bisa dilaksanakan apabila suatu 

usaha mensejahterakan anak itu terjamin.51 

 

Sistem Peradilan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Diversi 

merujuk ke Keadilan yang Restoratif adapun Ketentuan-ketentuan minimal 

standart Internasional{Beijing Rule} yang di keluarkan dan di tetapkan oleh 

PBB Beijing Rule di sahkan melaluiResolusiMajelis PBB No. 40/33 tanggal 

29 November 1985 mempunyai prinsip-prinsip mengenai ; 

a. Usia pertanggung jawaban tidakterlalurendah melihat dari sisi 

kedewasan, emosional dan intelektual 

b. Peradilan anak yang Proposionalitas antara pelanggaran hukum dengan 

pelanggar hukum 

c. Penerapan Diskresi diberlakukan diseluruhtahapan peradilan 

d. Hak-hak anak antara lain praduga takbersalah, hak diberitahukan atas 

tuntutan, hak untuk diam, hak akan pengacara dan pendampingan dari 

lembaga sosial anak, hak kehadiran orang tua atau wali, hak untuk naik 

banding 

e. Perlindunganprivasi tidak adanya suatu publikasi yang tidak pantas, 

dantidak ada suatu proses pen’cap’an terhadap anak tersebut 

 

                                                           
51Eva Rosari Sitindaon,SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU 

TINDAK PIDANA SEBELUM DAN SESUDAH PENGATURAN RESTORATIF JUSTICE DI 

INDONESIA, jurnal, volume 1 No 1, Sumatera Utara, 2012, H.13-14 
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Pengurungan anak bukan jalan utama untuk memperbaiki moral anak 

dan suatu perampasan kemerdekaan anak hanya akan memberi efek trauma 

untuk anak. dalam kasus anak yang paling relevan perampasan kemerdekaan 

anak Institutionalization, yang menurut Beijing Rule sebaiknya melihat 2 hal 

(The last resort) sebagai penanganan terakhir yg tidak bisa diakukanlagi 

sehubung keseriusan suatu tindakan yang dilakukanoleh anak dan  for the 

minimum necessary peroid, atau dalam waktusesingkatmungkin. harapan 

akan sistem peradilanpidana telah di tegaskan secara dalam di SMR-JJ 

{Beijing Rule} didalam rule 5.1 bahwa : 

a. Menjujung tinggi kesejahteraan anak prinsip ini harus dipandang sebagai 

{the last resort} di peradilan anak. 

b. Mendahulukan prinsip proposionalitas {the principile of proposionality} 

prinsip ini guna untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat 

hukumman. 

 

Dalam perkembangannya enggak semuakasus anak harusdiselesaikan 

lewat jalurhukum akan tetapi dilaksanakan dengan cara Diversi, devinisi 

diversi yaitu suatu proses penyelesaian yang mengarah ke penyelesaian 

secara musyawara antar pelaku dan korban yang di fasilitasi oleh semua 

masyarakat dan aparat penegak hukum. 

 

Diversi dilakukan denagan meliabtakan semua lapisan masyarakat, orang 

tua wali, keluaraga, aparat hukum, dan BAPAS ialah suatu bentukk 

pengalihaan penangaanan anak pelakudelinkuen diluar darijalur 

yustisialkonvensional yang tertuang dalam (Commentary Rule) 11 resolusi 

PBB 40/33, UN (Standar  Minimum  Rule  For  the  Administration  Of   

Juvennile  Justice) 

a. Sistem Peradilanya anak memiliki prinsip umum yaitu 

b. Usia pertanggung jawaban anak { Psl. 1 angka 3 } 

1. Anak yang usianya 12-18 tahun akan dikenai 

pertanggungjawaban sedangkan 14-18 tahun akan dilakukan 

penahanan jika putusan hakim 7 tahun penjara 

c. Tujuan peeradilan pidana anak agar terwujudnya peeradilan yang 

melindungi terhadap anak yang melakukan kealpaan 
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d. Aasas Peeradilan Anak { Pasal 2 } 

e. Hak anak { Pasal 3 } 

 

Para pakar hukum menjelaskan ada beberapa peraturan yang dimusnakan dari 

UU No. 3 Th 1997 ke UU Nomor. 11 tahun 2012 antaralain : 

a. SebuahIstilah(anak nakal) 

b. Cakupanpelaku tindakpidana atau melanggar(living law) 

c. Usia  pertanggung jawaban anak palingsedikit 8 tahun 

d. Tidak dimasukannya akan asas(Beijing Rule) 

e. Tidak secara expressis verbisuntuk meyatakan suatu pengabilan 

kemerdekaan ialah measure of the last resort 

f. Tidakdiberlakukannyadiversi 

 

Perubahan yang telah di atur oleh UU No. 11 tahun 2012 ialah  

a. Pemikiran tentanng sisteem peradilan anak 

b. meniadakan kategorianak  pidana, anak  sipil dan anak  negara 

c. diberlakukannya diversidanRestorative Justice 

d. wajib memberikan hak anak dalam suatu prosespengadilan 

e. Pembatasanupaya peramapasankemerdekaan anak sebagai measure  of  

the  last  resort 

f. Pengaturan dari bentuk  alternative  to  imprisontment 

 

Perubahan yang telah diatur oleh UU No. 17 tahun 2016 ialah 

Pasal 82 hingga berbunyi seperti ini : 

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap 

orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain. 

3.  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh 

anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan 
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anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya 

ditambah I 13 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah 

dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76D. 

5.  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D 

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, 

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, 

dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau 

pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 2O (dua 

puluh) tahun.  

6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), 

dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman 

identitas pelaku.  

7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat 

dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik.  

8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama 

dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.  

9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak. 

 

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang 

berbunyi sebagai berikut: 

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk 

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana 

menjalani pidana pokok.  

2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah 

pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.  

3. Pelaksanaan kebiri rehabilitasi. kimia disertai dengan rehabilitasi 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan 

rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
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paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.00O.0O0.0OO,00 (lima miliar rupiah). 

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh 

anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan 

anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, 

pidananya ditambah I 13 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (21, penambahan 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah 

dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

768. 

4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E 

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, 

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, 

dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah I l3 (sepertiga) dari 

ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 

ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas 

pelaku. 

6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sampai dengan ayat (4) 

dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik. 

7. Tindakan sebagaimana dimaksud diputuskan bersama-sama dengan dengan 

memuat jangka waktu tindakan. 

8. Pidana tambahan di kecualikan bagi  anak 

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83'disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang 

berbunyi sebagai berikut: 

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama 

dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok. 

2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah 

pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 
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dijelaskan secara rinci akan perubahansubstansi dalam 

sistemPeradilanPidanaAnak dalam UU yangbaru dapatdilihat sebagaiberikut : 

a. Landasan sebuah pemikiran 

1. Peradilan anak ialah proses dari pembangunan nasional  

2. Karakteristiknya anak belum siap baik secarafisik ataupun 

psikisnya membutuhkansuatuperlindungan hukum yang khusus 

dibandingkan denganorang dewasa  

3. Berdasarkan suatu prinsipkepentingan yang terbaikuntukanak 

4. Tanggungjawab suatu Negara, lapisan masyarakat dan keluarga 

untukmelindungi anak. 

 

b. Diversi dan Restorative Justice 

diberlakukannya restorative justice ialah akanpemulihan keadaan 

korban, Memberi kesempatan kepadapelaku tindakpidana untuk 

mengungkapkanrasa meyesal kepadakorban sekaligusbertanggungjawab, dan 

Memberikan suatu kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertatap muka 

untuk meredahkan rasa permusuhan dankebencian dan untuk 

Mengembalikan akan keseimbangan dalam bermasyarakat, maka pentingnya 

melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya pengalihan 

suatu proses peradilan anak. 

 

Diversi suatu pencegahan terhadap (Sistem Peradilan Pidana) dengan 

megalihkan ke luar (SistemPeradilanPidana) Anak untuk Mencegah 

pen’cap’an anak sebagi pelaku kejahatan untuk Menekan sense  of  

responsibility padaanak akan perlilaku yang tidak terpuji, perlunya 

aparathukum yang pekadan handal karena agar tercapainya program diversi, 

yangwajibdilakukan oleh aparathukum pada setiaptahap pemeriksaan agar 

mendapatkanhak-hak anak dan tidak mengedepankan penyelesaian melaui 

proseshukum. 

Syarat-syarat Diversi antara lain ialah : 

1. hukumannya kurang dari tujuh tahun 

2. Usia anak lebih rendah dari 14 tahun di upayakandiversi 

3. Hasil penyelidikan KemasyarakatandariBAPAS apa 

Kerugianyangditimbulkan   

4. perhatian dari masyarakat  
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5. Dukungandari keluarga,teman sebaya danmasyrakat  

6. Persetujuan  korban (dankeluarganya jikamasih anak-anak)  

7. Keiklasan pelaku (dankeluarganya jikamasih anak-anak). 

 

Hasil-hasil dari suatu kesepakatan yang dibuat dari proses diversi antara lain 

:  

1. Perdamaian atau ganti rugi dan diselelesaikan secara musyawarah  

2. mengembalikan kepada orangtua/ walinya   

3. Diberikan pendidikan atau pelatihan dilembaga-lembaga sosial dan 

atausebuah  pelayanan masyarakat. 

 

Anak yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, didalam Pasal 68 

UU SistemPeradilanPidana Anak, dijatuhkanpidana atau dikenakantindakan : 

Pasal 69 Pidanapokok bagiAnak terdiriatas :  

 

1. PidanaPeringatan dan PidanaDenganSyarat antara lain Pembinaan 

DiLembaga Pelayanan Masyakat, Pengawasan contohnya 

LatihanKerja secarasosial, Pembinaan Di Lembaga sosial dan 

bisajugaPenjara 

 

2. PidanaTambahan Terdiri atas : Peampasan suatukeuntungan yang 

didapat daritindakpidana atau sebuh pemenuhan kewajiban adat  

 

 Dalam hukummateril diberi pidanakumelatif beupa kurungan 

dandenda, pidanadenda dialihkan ke latihankerja . Dasar hukumnya ialah 

Pasal. 74  Tindakam yangdapat dikenakan kepadaanak ialah dikembalikannya 

kepadaorangtua/wali, diseharkan kepadapemerintah, diserahkankepada 

rumah sakit jiwa, dirawat dilembaga sosial anak, wajib mengikuti suatu 

pendidikanformal dan/atau latihan yangdiselenggarakan oleh pemerintahatau 

badan swastayang menangaani tentanganak. 

 Suatu tindakancyang dimaksudcayat 1 dapatcdiajukan olehcpenuntut 

umumcdalam tuntutannya, kecualicjika tindakcpidana diancamcdengan 

pidanacpenjara palingcsingkat 7 (tujuh) tahun.(pasal 74 ayat 2). Undang-

undangcNomor 11cTahun 2012 memangmenawarkankonsep tindakan ( 
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maatregel ) sebagaiupayaalternatifselain penjatuhanpidana (straf), seperti 

padacPasal 82 dimanacalternatif penyelesaianckasus anak harus  menjadi 

prioritas. Hal ini disebabkan karenamsecara konseptualhukum 

pidanamerupakan ultimumcremidium. Tujuannya agarHakim 

memilikipertimbangan-pertimbangan terbaiksbagi anak. Hakimanak 

tidaksemata-mata imbalanatau balasanatas perbuatananak. Hakim 

harusmelihat bagaimanamasadepan anak atau 

mempertimbangkanperkembangan fisik anak,secara mentaldan sosial anak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


